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1 Reviu PBJ Tahun 2024  
dan RUP 2025



RENCANA UMUM PENGADAAN 2019 -  2024  

Rp.10,7T
Rp.10,9T

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Rp0

Rp2,000,000,000,000

Rp4,000,000,000,000

Rp6,000,000,000,000

Rp8,000,000,000,000

Rp10,000,000,000,000

Rp12,000,000,000,000

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Total pagu penyedia dan swakelola Jumlah paket penyedia dan swakelola

Rp.4,8T
Rp.4,2TRp.3,2T

Rp.8,3T

To
ta

l P
ag

u Jum
lah P

aket

Sumber Data SIRUP LKPP



CARA DAN METODE PENGADAAN TA.2024

Sumber Data SIRUP Kaltim
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Total Paket 364 304 10275 192 7410 1238

Total Pagu 2,584,073 198,055 543,378 146,874 3,922,762 701,539
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PERANGKAT DAERAH

UKPBJ

Perangkat Daerah: 
5,314,554,814,907 
Total paket: 19.115

UKPBJ: 
2,782,129,899,713 
Total paket: 668

364 304 10275 192 7410 1238

2,58 T 198 M 543 M 146 M 3,92 T 701 M

Pagu Penyedia: 
8,096,684,714,620 
Total paket: 19783

Pagu Swakelola: 
2,836,738,738,104 
Total paket: 5904



Masalah Umum dalam Penyusunan RUP 



KAJI ULANG RUP TA.2024 dan 2023  

Jumlah 
pengajuan surat  
kaji ulang RUP:

2102
Tahun 2024

Tahun 2023

2X

Jumlah kaji ulang 
paket  RUP 
Penyedia:

20.490
Tahun 2024

Tahun 2023

Jumlah kaji ulang 
paket  RUP 
Swakelola:

6.641
Tahun 2024

Tahun 2023

Alasan Kaji Ulang 
RUP TA.2024  :

2X 3X
Meningkatnya  kualitas RUPSumber Data SIRUP Kaltim













2 Kebijakan RUP 2025 dan 
Digitalisasi  Pengadaan



Kebijakan Penyusunan RUP TA. 2025

min.40%
Produk  UMKK
Perpres 12/2021 Pasal 65

min.95%
Produk  Dalam  Negeri
Inpres 2/2022. 

min. 30%
Metode  e- Purchasing
SE LKPP 3/2023 

Cinderamata  & Batik  
wajib  produk  lokal  
Kaltim

ATK dan Makan/ 
Minum  Rapat  
mengutamakan  
metode  e- Puchasing  
dan produk  label halal

Mengutamakan  
hotel/ restoran  yang 
berkerjasama  
dengan  UMKM lokal

Konsolidasi 
Pengadaan

Meningkatkan 
Pengadaan 

Berkelanjutan

31 Januari 2025
Mengumumkan 

pada SIRUP Kaltim



Kebijakan Penyusunan RUP TA. 2025

Reformasi 
Birokrasi

- PBJ wajib secara 
elektronik dari 
Perencanaan hingga 
Pelaksanaan;

- Inventarisasi realisasi 
PDN

KPA/
PPK
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KESADARAN DIGITALISASI PBJ berpengaruh  terhadap  
nilai INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (sumber  siukpbj  

LKPP)

Perangkat Daerah segera menyesuaikan  RUP 
paska penetapan  DPA

Langkah- langkah percepatan  pengadaan  barang/ jasa:

1. Segera mengusulkan  perubahan  pendelegasian  KPA bila ada 

kekosongan atau pergantian  pejabat

2. Segera menetapkan  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK) TA 2025  bagi 

Perangkat Daerah yang memiliki  nilai pengadaan  atau jumlah paket  

yang besar dan memiliki  rentang  kendali  yang tidak  bisa dibebankan  

kepada  1 KPA, penetapan  PPK berpedoman  kepada  peraturan  yang 

berlaku

3. Memerintahkan  dan memastikan  KPA/PPK melakukan persiapan  PBJ 

untuk  mempercepat  proses  pemilihan  penyedia  



3
Tugas dan 
Tanggung Jawab 
PA/KPA/PPK dan PP



Profil Pejabat Struktural
di Pemprov . Kaltim TA. 2024

271

302

75

63

Pejabat Administrator (Es. III)

Pejabat Pengawas (Es. IV)

Memiliki Sertifikat PBJ Dasar/Level 1 Jumlah Pelaku Pengadaan

27,7%

20,9%



Kompetensi  PA/KPA/PPK dan PP dalam 
proses pengadaan  barang/ jasa pemerintah

Karena luasnya skala pekerjaan  PPK, maka perlu  dibuat  suatu  pengelompokkan  berdasarkan  
manajemen  proyek  dalam mengelola  suatu  kontrak  pekerjaan  PBJP. Skala pekerjaan  pada 
manajemen  proyek  yang paling sederhana  hingga yang paling kompleks . Lebih lanjut  
pengelompokkan  skala pekerjaan  PPK disusun  agar kompetensi  yang dimiliki  PPK sesuai 
dengan pekerjaan  yang dilakukannya . Berdasarkan hal tersebut , pengelompokkan  PPK dapat  
dibagi  menjadi  beberapa  kelompok  PPK dengan masing- masing ruang lingkup pekerjaan



LKPP : KALENDER PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2025



Kewenangan Tugas dan Tanggung Jawab 
PA/KPA/PPK Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengguna Anggaran (PA)

1. Melakukan tindakan  yang mengakibatkan  pengeluaran  
anggaran belanja; 

2. Mengadakan perjanjian  dengan pihak lain dalam batas 
anggaran belanja yang telah  ditetapkan ; 

3. Menetapkan  perencanaan  pengadaan ;
4. Menetapkan  dan mengumumkan  RUP; 
5. melaksanakan Konsolidasi  Pengadaan Barang/Jasa; 
6. Menetapkan  Penunjukan Langsung untuk  Tender/ 

Seleksi ulang gagal; 
7. Menetapkan  pengenaan Sanksi Daftar Hitam; 
8. Menetapkan  PPK; 
9. Menetapkan  Pejabat Pengadaan
10. Menetapkan  Penyelenggara Swakelola;
11. Menetapkan  tim  teknis ;
12. Menetapkan  tim  juri/ tim  ahli untuk  pelaksanaan melalui  

Sayembara/ Kontes;
13. Menyatakan  Tender gagal/ Seleksi gagal; dan
14. Menetapkan  pemenang  pemilihan /Penyedia untuk  

metode  pemilihan : Tender/Penunjukan Langsung/ E-
purchasing untuk  paket  Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi /Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran 
paling sedikit  di atas Rp100.000.000.000,00 ( seratus  
miliar  rupiah); atau  Seleksi/Penunjukan Langsung untuk  
paket  Pengadaan Jasa Konsultansi  dengan nilai Pagu 
Anggaran paling sedikit  di atas Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh  miliar  rupiah) 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

1. Melakukan tindakan  yang mengakibatkan  pengeluaran  
anggaran belanja; 

2. Mengadakan perjanjian  dengan pihak lain dalam batas 
anggaran belanja yang telah  ditetapkan ; 

3. Menetapkan  perencanaan  pengadaan ;
4. Menetapkan  dan mengumumkan  RUP; 
5. melaksanakan Konsolidasi  Pengadaan Barang/Jasa; 
6. Menetapkan  Penunjukan Langsung untuk  Tender/ 

Seleksi ulang gagal; 
7. Menetapkan  pengenaan Sanksi Daftar Hitam; 
8. Menjawab  sanggah banding peserta  tender pekerjaan  

konstruksi

Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK)

1. Melakukan tindakan  yang mengakibatkan  pengeluaran  
anggaran belanja; 

2. Mengadakan perjanjian  dengan pihak lain dalam batas 
anggaran belanja yang telah  ditetapkan ; 

3. Menyusun perencanaan  pengadaan ;
4. Melaksanakan Konsolidasi  Pengadaan barang/Jasa;
5. Menetapkan  spesifikasi  teknis /Kerangka Acuan Kerja 

(KAK);
6. Menetapkan  rancangan kontrak ; e. menetaokan  HPS;
7. Menetapkan  besaran uang muka yang akan dibayarkan  

kepada  Penyedia;
8. Mengusulkan perubahan  jadwal kegiatan ;
9. Melaksanakan E- purchasing untuk  nilai paling sedikit  di 

atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta  rupiah);
10. Mengendalikan  kontrak ;
11. Menyimpan  dan menjaga keutuhan  seluruh dokumen  

pelaksanaan kegiatan ;
12. Melaporkan  pelaksanaan dan penyelesaian  kegiatan  

kepada  PA/KPA
13. Menyerahkan  hasil pekerjaan  pelaksanaan kegiatan  

kepada  PA/KPA dengan berita  acara penyerahan ;
14. Menilai kinerja Penyedia;
15. Menetapkan  tim  pendukung ;
16. Menetapkan  tim  ahli atau tenaga ahli; dan
17. Menetapkan  Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 



Kewenangan Tugas dan Tanggung Jawab PP 
Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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SE LKPP No 5/2024 
dan 8/2024 
Pencegahan Korupsi  
PBJ


